ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Hutan Negara
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Fikih Muamalah (Studi
Kasus di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek)” ini ditulis oleh Aulia Ayu
Nafisatuningtyas, NIM. 1860101222132, dengan pembimbing Ibu Septi Wulan
Sari, S.Sy., M.H.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Kemitraan Kehutanan, Peraturan Daerah, Fikih
Muamalah.

Penerapan sistem bagi hasil dalam pemanfaatan hutan negara melalui
skema kemitraan kehutanan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek menjadi
instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan bagi hasil dengan
kontribusi para pihak serta rendahnya kepatuhan sebagian penggarap terhadap
kewajiban bagi hasil. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai
keadilan pembagian manfaat, efektivitas kemitraan kehutanan, dan kesesuaiannya
dengan ketentuan hukum serta prinsip fikih muamalah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan memahami
penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara antara Perhutani dan
masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek; 2) Untuk mengetahui dan
menganalisis penerapan sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa
Dawuhan Kecamatan Trenggalek ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; 3)Untuk mengetahui tinjauan fikih
muamalah terhadap sistem bagi hasil pemanfaatan hutan negara di Desa Dawuhan
Kecamatan Trenggalek.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode
normatif empiris melalui penelitian lapangan (field research). Data penelitian
menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui
wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data menggunakan
perpanjangan waktu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sistem bagi hasil
dilaksanakan melalui skema agroforestry dengan nisbah 90% untuk masyarakat
dan 10% untuk Perhutani, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan
secara tertulis; 2) Ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 15 Tahun 2013, penerapan sistem bagi hasil agroforestry telah sesuai
dengan prinsip pemberdayaan, kemitraan, dan distribusi manfaat sebagaimana
diatur dalam Pasal 7. Namun, implementasinya belum optimal, khususnya pada
aspek kepatuhan, pengawasan, serta ketegasan norma Pasal 24 terkait kontribusi
dan pembagian hasil yang proporsional; 3) Ditinjau dari fikih muamalah, sistem
bagi hasil di Desa Dawuhan sesuai dengan akad Muzara’ah karena kerja sama
pengelolaan lahan dilakukan dengan pembagian hasil panen berdasarkan
kesepakatan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih
terdapat kendala kepatuhan dan transparansi hak dan kewajiban.
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ABSTRACT

This undergraduate thesis entitled “An Analysis of the Profit-Sharing System in
the Utilization of State Forests Based on the Regional Regulation of Trenggalek
Regency and Islamic Commercial Jurisprudence (A Case Study in Dawuhan
Village, Trenggalek District)” was written by Aulia Ayu Nafisatuningtyas, Student
ID Number 1860101222132, under the supervision of Septi Wulan Sari, S.Sy.,
M.H.

Keywords: Profit Sharing, Forestry Partnership, Regional Regulation, Islamic
Commercial Law.

The implementation of a profit-sharing system in the utilization of state
forests through a forestry partnership scheme in Dawuhan Village, Trenggalek
District, serves as an important instrument for empowering forest village
communities. However, in practice, there are still discrepancies between the
implementation of profit-sharing arrangements and the actual contributions of the
parties involved, as well as low compliance among some cultivators regarding
their profit-sharing obligations. These conditions raise concerns regarding the
fairness of benefit distribution, the effectiveness of forestry partnerships, and their
conformity with legal provisions and the principles of figh muamalah.

The objectives of this research are: (1) to identify and understand the
implementation of the profit-sharing system in the utilization of state forests
between Perhutani and the community in Dawuhan Village, Trenggalek District;
(2) to examine and analyze the implementation of the profit-sharing system in the
utilization of state forests in Dawuhan Village based on Regional Regulation of
Trenggalek Regency Number 15 of 2013 concerning the Protection and
Empowerment of Forest Village Communities; and (3) to analyze the profit-
sharing system in the utilization of state forests in Dawuhan Village from the
perspective of figh muamalah.

This study employs a qualitative research design using a normative-
empirical approach through field research. The research utilizes both primary
and secondary data collected through interviews and documentation. Data were
analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing.
To ensure data validity, the researcher extended the research period.

The results of the study indicate that: (1) the profit-sharing system is
implemented through an agroforestry scheme with a ratio of 90% for the
community and 10% for Perhutani, based on a written cooperation agreement;
(2) when reviewed under Regional Regulation of Trenggalek Regency Number 15
of 2013, the implementation of the agroforestry profit-sharing system is consistent
with the principles of empowerment, partnership, and benefit distribution as
stipulated in Article 7. However, its implementation has not been fully optimal,
particularly regarding compliance, supervision, and the clarity of Article 24
concerning contributions and proportional benefit-sharing; and (3) from the
perspective of figh muamalah, the profit-sharing system in Dawuhan Village is in
accordance with the Muzara’ah contract because the land cultivation partnership
is conducted with crop vyields distributed based on mutual agreement.
Nevertheless, its implementation has not been entirely optimal due to challenges
related to compliance and transparency regarding the rights and obligations.
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